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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar 

Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 

11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 

19 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

JAWA TIMUR TENTANG KOMPENSASI ATAS 

KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR. 

KESATU : Menetapkan bahwa keseluruhan proses pelayanan pada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur wajib 

memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan 

oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. 

KEDUA  : Menetapkan sistem kompensasi diberlakukan apabila 

terdapat keluhan dari pengguna layanan Komisi Pemilihan 




